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kepada SBY

Presiden diminta menghentikan
politisasi kasus Gayus dan
menyerahkannya kepada KPK.

Edna AM Tarigan

IKAP Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono

yangmenolak mengalih-

kan kasus terdakwa
mafia pajak Gayus Halomoan
P Tambunan dari Kepolisian RI
ke Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi mengundang reaksi keras
para aktivis antikorupsi yang
tergabung da-

jerat dengan dakwaan terkait
dengan penelaahan pajak PT
Surya Alam Tunggal (SAT) de-
ngan potensi kerugian negara
Rp570,952 juta. Padahal temuan
pertama Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) menyebutkan kekaya-
an Gayus mencapai Rp28 mi-
liar, yang berasal dari sejumlah
perusahaan yang sedang meng-
urus kasus pajak di Direktorat

Jenderal Pa-

lam Komisi
Masyarakat
Sipil.
Mereka
melayangkan
surat terbuka
kepada Presi-
den Yudhoyo-

jak.

Tidak lupa,
ICW melihat
arogansi Polri
yang menolak
KPKmengam-
bil alih kasus
ini. Padahal,

no melalui Undang-Un-
Satuan Tugas MISUMARYANTO dang No 30/
Pemberantas- Taufik Bashari 2002 tentang
an Mafia Hu-  Juru bicara Komisi Masyarakat Sipil KPK menye-

kum. Surat

tersebut berisi tuntutan agar
Presiden menghentikan politi-
sasi kasus Gayus, dan menye-
rahkannya kepada KPK.

“Kita sama-sama punya pe-
mahaman bahwa kasus Gayus
pintu masuk untuk membong-
kar praktik mafia hukum. Kon-
disi saat ini darurat dan harus
diambil alih sebagai peluang
untuk membersihkan wajah
hukum,” kata juru bicara Ko-
misi Masyarakat Sipil, Taufik
Bashari, di Kantor Satgas Pem-
berantasan Mafia Hukum, Ja-
karta, kemarin.

Sebelumnya, melalui Juru
Bicara Kepresidenan Julian
Aldrin Pasha, Presiden menan-
daskan tetap memercayakan
kasus Gayus kepada Polri ka-
rena sistem sudah bekerja (Me-
dia Indonesia, 24/11).

Komisi Masyarakat Sipil
terdiri atas sejumlah tokoh
masyarakat, aktivis Indonesia
Corruption Watch (ICW), dan
Transparency International In-
donesia (TII).

ICW mencatat 10 kejanggal-
an prinsip yang terjadi setelah
Polri membentuk Tim Indepen-
den untuk menangani kasus
Gayus. Kejanggalan tersebut
antara lain Gayus hanya di-

butkan jika
KPK menyatakan ambil alih,
Polri wajib mematuhinya.

Satgas tidak tegas

Dalam menghadapi sikap
Komisi Masyarakat Sipil, satgas
tidak merespons secara tegas,
apakah setuju dengan bunyi su-
rat terbuka tersebut atau tidak.

“Satgas sudah bicara de-
ngan juru bicara presiden,
evaluasi terus dilakukan. Jika
ada kemungkinan KPK ikut
masuk, itu akan lebih baik. A-
palagi dimungkinkan oleh un-
dang-undang. Kalau ada yang
menangkap kesan ini hanya
ditangani kepolisian, itu tidak
betul,” ujar Sekretaris Satgas
Pemberantasan Mafia Hukum
Denny Indrayana. la berharap
kedua institusi itu tidak diadu
dalam masalah Gayus.

Di tempat terpisah, saat me-
nyambangi Mabes Polri, Denny
mengaku satgas sudah me-
ngantongi motivasi Gayus ke
Bali. Namun, Denny enggan
menjelaskan apa motivasinya.
Hanya, pihaknya tidak mene-
mukan bukti bahwa Gayus me-
nemui Ketua Umum Partai Gol-
kar Aburizal Bakrie. (*/X-6)

edna@mediaindonesia.com

JUJUR BERSUARA

MI/M IRFAN

JADI SAKSI GAYUS: Jaksa Cirus Sinaga memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.
Cirus menjadi saksi dalam kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan.

Jaksa Cirus Mengakui
Pertemuan di Hotel Crystal

JAKSA Cirus Sinaga mengakui
pertemuan dengan pengacara
Gayus HP Tambunan, Haposan
Hutagalung, serta penyidik
Kompol Arafat Enanie dan AKP
Sri Sumartini di Hotel Crystal,
Jakarta Selatan, pada 15 Okto-
ber 2009.

“Di sana (Hotel Crystal), saya
dan jaksa Fadil Regan bertemu
dengan ketiga orang itu. Kita
berlima,” kata Cirus saat men-
jadi saksi terdakwa Gayus Tam-
bunan di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, kemarin.

Sebelumnya, keterangan
sejumlah saksi menyebutkan
pertemuan di Hotel Crystal
salah satunya membahas peng-
hilangan pasal korupsi terha-
dap Gayus dan Gayus cukup
dikenai pasal pencucian uang
dan penggelapan.

Namun, Cirus membantah
pertemuan di hotel tersebut

untuk mengotak-atik pasal,
melainkan sekadar perkenalan.
Cirus menambahkan saat itu
Haposan memperkenalkan
Kompol Arafat dan Sri Sumar-
tini kepadanya karena selama
ini ia tidak mengenal kedua
penyidik dari Mabes Polri itu.

Saat itu, Cirus menjadi tim
jaksa peneliti berkas Gayus.
“Kata mereka (Haposan) hanya
mau berkenalan, dan kedatang-
annya tidak ada informasi sama
sekali,” katanya.

Selain Cirus, sidang juga
menghadirkan jaksa Fadil Re-
gan sebagai saksi terdakwa
Gayus. Kedua jaksa terse-

Kirimkan tanggapan Anda
atas berita ini melalui
mediaindonesia.com
atau e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com

but terancam terkena sanksi
memberikan keterangan palsu
oleh Ketua Majelis Hakim Al-
bertina Ho karena membantah
mengetahui rencana tuntutan
Gayus.

Penasihat hukum Gayus
Tambunan, Adnan Buyung Na-
sution, sempat mencecar Cirus
soal alasan Cirus memberi pe-
tunjuk kepada penyidik untuk
mencari delik lain dari Gayus.

Pada tanggapannya, Gayus
membantah dirinya diperiksa
kembali oleh penyidik pa-
da 21 Oktober 2010. Seusai
persidangan, Adnan Buyung
menjelaskan bahwa keterangan
Cirus berbeda-beda. “Banyak
lupa dan banyak tidak tahu,
bahwa dia jaksa peneliti juga
jaksa penuntut umum, tidak
dapat menunjukkan barang
bukti, berarti itu bohong,” te-
rang Adnan Buyung. (*/X-6)

Megawati Tolak
Kursi Menteri

PARTAI Demokrat tidak malu-
malu lagi menyatakan keingin-
an untuk berkoalisi dengan
PDIP. Namun, Ketua Umum
DPP PDIP Megawati Soekarno-
putri menegaskan bahwa ko-
alisi Demokrat-PDIP tidak
mungkin terjadi.

“Saya tidak mungkin mene-
rima koalisi,” kata Megawati di
Jakarta, kemarin. Menurut dia,
PDIP tidak mungkin menerima
tawaran untuk bergabung da-
lam pemerintahan.

Saat ditemui seusai acara so-
sialisasi Empat Pilar Kebangsaan
di Kantor DPP PDIP, Megawati
menegaskan bahwa keputusan
kongres telah menetapkan PDIP
sebagai partai oposisi sehingga
tidak mungkin berkoalisi.

Meski demikian, menurut

Ketua DPP PDIP Puan Mahara-
ni, PDIP siap menjajaki wacana
lainnya dengan Demokrat. Me-
nurut putri Megawati itu, pintu
silaturahim dan komunikasi
harus tetap dibuka. Ketua De-
wan Pertimbangan Pusat PDIP
Taufiq Kiemas membenarkan,
“Kalau berpolitik tidak bisa
bermusuhan.”

Adalah Ketua DPP Partai
Demokrat Ruhut Sitompul
yang menyebut tidak menutup
kemungkinan menteri dari Gol-
kar akan terkena reshuffle dan
diganti politisi PDIP.

Spekulasi perombakan kabi-
net pun berhembus kian ken-
cang setelah tiga menteri dari
Golkar hadir dalam rapat in-
tern dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Istana

Kepresidenan, kemarin.

Tiga menteri dari Golkar itu
adalah Menko Kesra Agung
Laksono, Menteri Perindustri-
an MS Hidayat, serta Menteri
Kelautan dan Perikanan Fadel
Muhammad. Hadir pula Men-
ko Perekonomian Hatta Raja-
sa, Menko Polhukam Djoko

Suyanto, dan Menteri BUMN
Mustafa Abubakar.

Agung Laksono mengata-
kan setiap menteri hanya me-
laporkan tugas. “Tidak ada
pembicaraan soal reshuffle,”
kata Wakil Ketua Umum DPP
Partai Golkar itu. Kalau mem-
bahas reshuffle, kata Juru Bicara

PIMPINAN PDIP:
Ketua Umum
PDIP Megawati
Soekarnoputri
bersama

Ketua Dewan
Pertimbangan
Pusat Taufig
Kiemas (kiri)

dan Ketua DPP
Maruarar Sirait
menyimak
sosialisasi Empat
Pilar Kebangsaan
di Kantor DPP
PDIP, Lenteng
Agung, kemarin.

MI/M IRFAN

Kepresidenan Julian Aldrin
Pasha, pasti melibatkan Wapres
Boediono.

Ketua DPP Partai Golkar Pri-
yo Budi Santoso mengingatkan,
akan ada risiko politik yang
ditanggung partai masing-ma-
sing jika kader Golkar dicopot.
(Ide/Din/ST/X-3)

EDITORIAL

Badan Kehormatan
tanpa Kehormatan

KONFLIK di tubuh Badan Kehormatan DPR terus bergulir dan
berkepanjangan. Salah satu alat kelengkapan yang bertugas
sebagai benteng terakhir kewibawaan dewan itu benar-benar
sedang berada di pinggir jurang.

Pertikaian internal itu memanas ketika Ketua Badan Kehor-
matan DPR Gayus Lumbuun dari Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan dengan tangkas merespons pengaduan
10 lembaga swadaya masyarakat terhadap kunjungan delapan
anggota Badan Kehormatan ke Yunani yang sarat dengan pe-
nyimpangan dan pelanggaran.

Menurut surat tugas yang dikeluarkan pimpinan DPR, kun-
jungan kerja delapan anggota BK itu ke Yunani adalah untuk
belajar tentang etika pada 23-29 Oktober 2010.

Akan tetapi, sebelum tenggat kunjungan berakhir, mereka
sudah buru-buru meninggalkan Yunani pada 27 Oktober

2010. Faktanya memang tidak

ada pelajaran etika yang bisa

dipetik karena ekonomi Yunani

sedang bangkrut justru akibat

faktor penyimpangan etika.

Delapan anggota Badan Ke- Apa pun OpSi yang
hormatan itu lalu memperguna- . g
 bimas dipilin, publik kian

disadarkan bahwa
keanggotaan Badan

Kehormatan justru

diisi mereka yang

kan dua hari sisa masa tugas
mereka untuk ngelencer ke Turki.
Itulah yang kemudian memun-
culkan tudingan bahwa mereka
telah melakukan pelanggaran
etika, menyalahgunakan we-
wenang, dan menghambur-

hamburkan uang negara. sesungg uhnya
Gayus Lumbuun mengang- telah kehilangan

gap delapan anggota Badan 2

Kehormatan DPR itu telah kehormatan.

melakukan desersi saat bertu-

gas ke Yunani, yang menghabiskan dana negara sekitar Rp1,4
miliar. Selain meneruskan pengaduan 10 lembaga swadaya
masyarakat ke Sekretariat DPR, Gayus melaporkan kasus itu
ke pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Bahkan, dia meminta
pimpinan fraksi segera mengganti delapan orang itu dari
kedudukan mereka sebagai anggota Badan Kehormatan.

Namun, usulan Gayus untuk mendepak koleganya itu dito-
lak sejumlah fraksi. Usulan itu juga memicu perang terbuka
antara Gayus dan mayoritas anggota Badan Kehormatan di
media massa.

Sesungguhnya, konflik di tubuh Badan Kehormatan sudah
berlangsung lama. Pada Maret lalu, misalnya, mayoritas ang-
gota Badan Kehormatan melayangkan surat kepada pimpinan
DPR, yang isinya mosi tidak percaya terhadap Gayus sebagai
Ketua Badan Kehormatan.

Pemicu pertikaian, selain rebutan ruangan, Gayus dianggap
bertindak otoriter. Bahkan, sebagai Ketua Badan Kehormatan,
Gayus dituding nyaris tidak pernah memimpin rapat dalam
setahun belakangan ini.

Akan tetapi, kendati mayoritas anggota Badan Kehormatan
meminta Gayus diganti, posisinya tetap dipertahankan Fraksi
PDI Perjuangan. Sebaliknya, fraksi lain juga ngotot memper-
tahankan anggota mereka yang duduk di jajaran Badan Ke-
hormatan.

Berlarutnya kemelut di tubuh Badan Kehormatan kini sa-
ngat bergantung pada sikap dan kebijakan pimpinan DPR dan
pimpinan fraksi. Apakah mereka ingin mempertahankan ego
pribadi, partai, atau institusi?

Namun, apa pun opsi yang dipilih, publik kian disadarkan
bahwa keanggotaan Badan Kehormatan justru diisi mereka
yang sesungguhnya telah kehilangan kehormatan.

Anda ingin menanggapi "Editorial” ini, silakan kunjungi:
mediaindonesia.com
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PAUSE

Kuku Jari dan Kesehatan

TAHUKAH Anda, kelainan pada jari-jemari bisa menjadi per-
tanda bahwa Anda sedang mengalami gangguan kesehatan
serius?

Perpustakaan Obat-obatan Nasional Amerika Serikat meng-
kaji hubungan antara kelainan kuku jari dan kondisi kesehatan
seseorang. Hasilnya diketahui, kuku jari yang cekung menanda-
kan seseorang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi.

Bentuk kuku jari yang tidak normal seperti kuku yang
bergelombang atau melengkung bisa menjadi sinyal bahwa
tubuh mengalami kekurangan zat besi. Kekurangan zat itu
bisa mengakibatkan seseorang menderita anemia.

Selain itu, jangan pernah mengabaikan bercak putih pada
kuku-kuku jari Anda. Karena, bercak putih itu ternyata meng-
indikasikan seseorang mengalami leukonychia yang umumnya
muncul karena ada luka pada bagian dasar kuku.

Kemudian kelainan warna kuku jari menandakan Anda
terkena infeksi yang biasanya disebabkan jamur dan khamir.
Sementara itu, keberadaan bercak darah pada kuku jari bisa
menjadi pertanda infeksi dan kelainan pada katup jantung.
(HealthDay /Mps/X-5)
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Revisi UU Pemda Terancam Didrop dari Prolegn
12 RUU

Prioritas

SEBANYAK 12 rancangan un-
dang-undang (RUU) diusulkan
pemerintah untuk menjadi pri-
oritas dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) | 2011.
Namun, daftar tersebut tidak
memasukkan tiga RUU pecahan
dari UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Ketiga RUU itu adalah RUU
Perubahan Atas UU 32/2004,
RUU Desa dan RUU Pemilihan
Umum Kepala Daerah.
“Kementerian Dalam Negeri
belum menyerahkan draf tiga
RUU itu. Kami berikan toleransi
hingga Jumat ini. Di situlah kita
akan putuskan. Kalau tidak si-
ap, kita dropdari daftar,” beber
Kepala Badan Pembinaan Hu-
kum Nasional (BPHN) Kemen-
terian Hukum dan HAM (Ke-
menkum dan HAM) Wicipto
Setiadi di Jakarta, kemarin.
Tiga RUU pecahan UU
32/2004 itu sebenarnya menjadi
prioritas Prolegnas 2010. Akan
tetapi, Wicipto menjelaskan, tiga
RUU itu belum melalui proses

harmonisasi di Kemenkum

Usulan Kementerian Hukum

danHAM. s dan HAM :

Pad a.h al (- 1 RUU Perampasan Aset
harmonisasi 2 RUU Komisi Kebenaran dan
RUU adalah Rekonsiliasi

Usulan Kementerian Pertahanan:
1 RUU Revitalisasi Industri Strategis
Pertahanan dan Keamanan Nasional

Pemerintah

2 RUU Keamanan Nasional
3 RUU Rahasia Negara

4 RUU Veteran

5 RUU Hukum Disiplin Militer

Usulan Badan Pertanahan
Nasional:

1 RUU Pertanahan

2 RUU Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan

salah satu syarat yang ditetap-
kan BPHN, untuk RUU yang
masuk Prolegnas 2011. Tiga
syarat lain yang harus dimiliki
sebuah RUU adalah memiliki
naskah akademik, draf RUU,
dan sudah dirapatkan dengan
pemangku kepentingan terkait.

Usulan Bappenas/LKPP:
1 RUU Pengadaan Barang

dan Jasa

Usulan Kementerian Keuangan:

1 RUU Perubahan atas UU Nomor

11/1992 tentang Dana Pensiun

2 RUU Perubahan atas UU Nomor
2/1992 tentang Usaha Perasuransian

Empat syarat itu diberlaku-

kan guna menghindari usul

RUU yang sekadar judul dan

tanpa rancangan yang jelas.
Ketika dimintai kon Prmasi,

Dirjen Otonomi Daerah Ke-

mendagri Djohermansyah Djo-

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM/Grafis: Fredy

han menyatakan saat ini draf
revisi UU 32/2004 sudah ram-
pung sekitar 90%. Sedikitnya
ada 22 permasalahan dalam
penyelenggaraan otonomi dae-
rah yang akan disempurnakan

di dalam UU tersebut, seperti
pemilihan umum kepala daerah
(pemilu kada), pemekaran,
provinsi kepulauan, dan posisi
gubernur sebagai perwakilan
pemerintah pusat di daerah.

“Apakah pemilu kada masih
berpasangan atau tidak, dan
soal pemekaran daerah itu saja
sudah alot pembahasannya.
Merumuskan draf UU sudah
lama, sekarang tinggal pemerin-
tah mengumpulkan masukan
dari masyarakat dan pengamat,”
terangnya.

la berdalih lambatnya pemba-
hasan RUU 32/2004 sebagai
suatu hal yang wajar sebagai
negara yang sedang mengalami
transisi demokrasi.

Prolegnas 2010 memasukkan
70 RUU sebagai prioritas. Seba-
nyak 34 RUU di antaranya me-
rupakan usulan inisiatif peme-
rintah.

Namun, pemerintah baru
menyelesaikan sembilan RUU
selama masa sidang tahun 2010.
(Ide/MJ/Din/P-4)

PENANGANAN

KASUS GAYUS:
Perwakilan dari Koalisi
Masyarakat Sipil,
Todung Mulya Lubis
(kiri) dan Danang
Widoyoko (kedua

dari kiri), berbincang-
bincang dengan
anggota Satgas
Pemberantasan Mafia
Hukum Yunus Husein
dan Denny Indrayana
(kanan) saat pertemuan
di Jakarta, kemarin.
Koalisi Masyarakat Sipil
mendesak agar kasus |
Gayus Tambunan &
segera ditangani
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

Satgas Rusak Pranata Hukun

Nurulia Juwita Sari

EGEMARAN Pre-
siden membuat
lembaga baru se-
bagai jalan pintas
justru mengacaukan pranata
pemerintahan.

Dalam perbincangan dengan
Media Indonesia, kemarin,
pengamat hukum tata negara
Irmanputra Sidin menilai ke-
beradaan lembaga baru itu
terbukti tidak menjadi jalan
keluar dari buntunya sebuah
sistem. Lembaga-lembaga baru
itu justru menjadi masalah baru
dalam sistem pemerintahan.

Satuan Tugas (Satgas) Pem-
berantasan Maka Hukum, mi-
salnya, dinilainya telah menga-
caukan pranata hukum keta-
tanegaraan. Jika di awal pem-
bentukannya ada harapan

Merasa sudah memberi keterangan kepada penyidik Polri,
tersangka pelesiran Gayus Tambunan menolak menemui Satgas.

perbaikan di bidang penegakan
hukum, kini keberadaan lem-
baga itu tak lebih dari bagian
sebuah masalah di pemerin-
tahan.

“Satgas itu bukan instrumen
hukum Presiden. Dalam un-
dang-undang ditegaskan, in-
strumen penegakan hukum itu
ada pada kepolisian dan kejak-
saan yang notabene berada di
bawah Presiden. Ini kok malah
bentuk barang baru (satgas).
Apa sudah tidak percaya pada
polisi dan jaksa?” paparnya.

Irman menambahkan, mana-
jemen penegakan hukum men-
jadi kacau. Kedua lembaga
penegakan hukum itu pun
tidak dapat bekerja efektif.

“Satgas membuat pena-
nganan hukum menjadi benang
kusut. Yang terjadi sekarang
satgas menimbulkan kontraksi
politik di antara kepolisian,

kejaksaan, dan Presiden. Ke-
polisian dan kejaksaan saat ini
tidak efektif, tidak bekerja se-
cara optimal,” jelasnya.

Keberadaan satgas yang ha-
nya mengacaukan pranata hu-
kum juga dikeluhkan PIt Presi-
den Kongres Advokat Indone-
sia (KAIl) Eggy Sudjana. la
mencontohkan kelakuan satgas
yang menyembunyikan alat
bukti berupa pengakuan ter-
sangka maba pajak Gayus HP
Tambunan dari polisi.

“Mengapa fakta-fakta hu-
kum yang didapatkan satgas
dari Gayus hanya disampaikan
ke publik? Harusnya dilapor-
kan ke polisi untuk didalami
sehingga bisa menjadi alat
bukti mengungkap mab a pa-
jak,” ujarnya.

Hal itu disampaikannya
terkait pengakuan Gayus me-
ngenai campur tangan satgas

dalam kasus maba pajak. Ga-
yus merasa pihak satgas telah
mendorong-dorong dirinya
agar membawa kasus ini ke
persoalan dugaan penyuapan
oleh Grup Bakrie.

Temui tersangka

Di tempat terpisah, kemarin,
satgas mendatangi Rumah
Tahanan (Rutan) Badan Reserse
Kriminal (Bareskrim) Mabes
Polri, untuk mengumpulkan
informasi dari sembilan ter-
sangka pelesiran Gayus ke Bali.
Para tersangka akan ditanyai
soal dugaan penyuapan yang
dilakukan Gayus kepada me-
reka.

“Mau ketemu dengan sembi-
lan tersangka yang terkait de-
ngan suap tahanan,” ujar Sekre-
taris Satgas Pemberantasan Ma-
Pa Hukum Denny Indrayana di
Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

MI/GINO F HADI

Kesembilan tersangka terse-
but adalah Kompol lwan
Siswanto, Ipda Edi S, Ipda J
Frotes, Ipda Susilo, Ipda Bam-
bang, Iptu Budi H, Iptu Datuk
A, Iptu Anggoco D, dan Iptu
Bagus.

Namun, berdasarkan kete-
rangan dari seorang sumber di
Rutan Bareskrim, Kompol lwan
Siswanto dan delapan anak
buahnya itu menolak ditemui
satgas. Alasannya, mereka mera-
sa sudah cukup memberikan
keterangan kepada pihak pro-
pam dan penyidik tindak pidana
korupsi Bareskrim Palri.

“Kompol lwan juga tidak
melihat ada relevansinya ber-
temu dengan satgas. Dia juga
tidak mau dimanfaatkan secara
politis oleh satgas,” ujar sum-
ber itu. (Ant/*/P-2)

nurulia@mediaindonesia.com
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Negara Jangan Kalah
Sama Gayus

PENGANTAR

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangani kasus
Gayus lainnya yang belum disentuh kepolisian. Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono tetap memercayakan penuntasan kasus
Gayus kepada Polri. Demikian tanggapan Presiden yang di-
sampaikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha atas
desakan berbagai pihak agar penanganan kasus tersebut dia-
lihkan ke KPK.

Berikut petikan tanggapan pembaca mengenai hal itu yang
disampaikan melalui Mediaindonesia.com, interupsi@mediain-
donesia.com, dan Facebook Harian Umum Media Indonesia.

Berikan kepada Ahlinya

POLISI ahlinya menyidik, KPK ahlinya audit. Jangan ditangani
sendiri, kerja samalah dua lembaga superbodi ini dan tangkaplah
antek-antek Gayus.

M Rahmat

Menyebalkan

KENAPA Pak SBY? Jangan-jangan Pak SBY ada kaitannya dengan
Gayus sehingga Pak SBY tidak mau kasus Gayus ditangani KPK.
Kalau memang iya, Pak SBY mengaku saja deh... Saya akan maafkan

kok.

Rakyat Sedih

KPK atau Polri?

KPK?

Sanyo

Berani Melawan Mafia

SAYANG sekali. SBY sebagai kepala negara tidak boleh kalah mela-
wan mabPa, seharusnya dengan kewenangan yang dimiliki, dia
harus berani melawan maba. Kalau sudah begini, rasanya enggak
salah kalau rakyat mencurigai SBY: ‘Ada apa kok tidak mau mem-
berantas maka? Jangan-jangan SBY sengaja melindungi koruptor?’

Didit Pranoto

SEDIH sekali saya mendengar pernyataan SBY, presiden yang be-
gitu gagahnya mau berantas korupsi ternyata tidak lebih pernyataan-
nya hanya retorika politik. Rakyat sudah salah memilih seorang
pemimpin seperti SBY, yang ternyata selalu ragu dan penakut, tidak
tegas, tapi pintar melakukan pencitraan diri. Kita tidak butuh presi-
en seperti itu, yang rakyat butuhkan adalah presiden yang tegas,
¥rani, smart (bukan lebay) dalam bertindak untuk rakyat.

Basuni Lamid

Kapolri Baru Dilecehkan

KALAU kasus Gayus Tambunan diserahkan ke KPK, mau dikema-
nakan muka Kapolri baru hasil pilihannya Presiden? Aya-aya wae!

Poerbo

SEBENARNYA siapa yang berhak menindaklanjuti Polri atau

Sandi Molata Syahputra

Kita Lihat saja Nanti

KITA lihat saja nanti kelanjutan penanganan oleh Polri.

Hantu Bunyu

INDOMNESLA,

With Farhan &
Abdul Kehar

Lindungi
Buruh
Migran
dengan
Main Golf

SELAIN lemah, diplomasi pe-
merintah Indonesia dalam me-
lindungi para buruh imigran di
luar negeri, berbiaya tinggi dan
tidak efektif.

Sebagian besar Kedutaan
Besar Republik Indonesia
(KBRI) di negara-negara pe-
nempatan buruh migran pun,
mandul.

“Diplomasi yang digunakan
berbiaya tinggi. Makan malam,
main golf. Kita juga terlalu me-
ngandalkan staf lokal. Padahal,
mereka sendiri karyawan kon-
trak seumur hidup yang tidak
jelas jenjang kariernya. Efeknya
kepada kinerja,” ungkap Presi-
den Union Migrant Indonesia
M Igbal, saat rapat dengan

Komisi | DPR, di Jakarta, ke-
marin.

la mengungkapkan, banyak
diplomat ketika dikirim tidak
siap sehingga hanya mengan-
dalkan staf lokal. Pendidikan
yang diterima oleh para diplo-
mat didasarkan pada doktrin
bahwa mereka adalah orang
pilihan yang kebanyakan be-
rasal dari kalangan elite.

Akibatnya, imbuh Igbal, ada
penanganan yang tidak pas
oleh diplomat kepada TKI yang
kebanyakan kurang berpen-
didikan. Contohnya, pena-
nganan TKI yang dilakukan
oleh KBRI Arab Saudi. TKI
dibiarkan telantar dan hidup di
kolong jembatan karena peme-

rintah tidak mau menanggung
biaya makan dan pemulangan
mereka ke Tanah Air.

Selain itu, Kementerian Luar
Negeri (Kemenlu) juga dinilai
mengerdilkan atase tenaga
kerja. Contohnya di Singapura,
Brunei, Qatar, dan Korea Sela-
tan. Mereka tidak dianggap
atase, tetapi hanya dijadikan
staf teknis yang ruang gerak
nya terbatas.

“Kemenlu beralasan hal itu
merupakan ranah Kemenlu.
Padahal, atase lain dinyatakan
bagian diplomat, seperti athan.
Mereka bisa saja ditangkap pe-
merintah setempat saat sedang
mengerjakan tugasnya,” ucap-
nya.

Diplomasi yang
digunakan berbiaya
tinggi. Makan malam,
main golf.”

M Igbal
Presiden Union Migrant

Direktur Eksekutif Migrant
Care Anis Hidayah menegas-
kan saat ini baru segelintir ne-
gara yang memberikan sistem
negara yang layak terhadap
TKI. Pihaknya mencatat, kor-

ban buruh migran pada 2010
mencapai 45.845 orang dan 908
orang di antaranya meninggal
dunia.

Yang teranyar adalah kasus
kekerasan terhadap TKI di
Arab Saudi, Sumiati binti Salan
Mustapa, 23, asal Dompu, Nusa
Tenggara Barat (NTB). Dan
pembunuhan Kikim Komala-
sari binti Uko Marta, 35, asal
Cianjur, Jawa Barat.

Ketua Komisi | DPR RI Mah-
fudz Siddig menyampaikan
pihaknya akan segera memang-
gil Menlu dan jajarannya untuk
mengonbPrmasi keluhan yang
diterima.

Masalah para buruh migran
ini sebenarnya sudah terjadi

sejak di Tanah Air. Seperti dike-
mukakan mantan TKI asal

Cianjur, Jabar, Nur Nurjanah

binti Usup, 42, yang pernah

bekerja di Arab Saudi. la meng-
aku, selama 2-3 bulan pertama
bekerja, gajinya dipotong oleh

agen penyalur.

Menurut Sekretaris Daerah
Nusa Tenggara Timur Fran-
siskus Salem, pemotongan gaji
TKI itu untuk menutupi biaya
yang dikeluarkan PPTKIS se-
lama di penampungan dan
menjalani pelatihan, termasuk
pengurusan surat-surat, dan
tiket. Gaji TKI yang dipotong
berkisar Rp10 juta-Rp20 juta,
berlangsung selama enam bu-
lan. (Din/BK/PO/P-4)




